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KELURAHAN DI KELURAHAN LIRBOYO KECAMATAN
MOJOROTO KOTA KEDIRI

*Ike Pertin Yulaikah"

Kata Kunci:
Akuntabifitas Keuangarn;
Fengeiolaan Keusngan,
Kelurahan Lirboyo

ﬂijﬂl"ﬂ.l"ﬂs.' Financial
Accountability; Financigl
Management; Lirboya
Sub-distnct

| Abstrak

Akuntabilitas pengelolaan keuangan kelurahan merupakan
fondasi tata kelola pemerintahan yang bak dan kepercayaan

blik. Penelitan ini mendeskrpsikan dan menganalisis
penerapan akuntablilitas pengelotaan keuangan di Kelurahan
Liboyo, Kecamatan Mojoroto, Kola Kedin, serta faktor
pendukung dan  penghambatnya. Penslitien  kualtatif
degkriptif inl menggunakan wawancara mendalam dengan
tujuh informan vang dipilin secara purposif, cbservasi, dan
studi dokumentasi, yang divalidasi dengan triangulasi sumber
dan teknik, Akuntabditas dianalisis melalui lima dimensi Basul
(hukum dan kejugggen. manajerial, program, kebijakan,
finansial) dengan model interakiif Mies, Huberman, dan
Saldafa. Hasil menunjukkan akuniabiitas pada kelima
dimensi benalan bak, ditopang oleh kepatuhan pada
Dokumen Felaksanaan Anggaran (DFA), koordinasi dan
mondoring internal, serta partisipasi masyarakal melalw
Musyawarah Kelurahan (Muskel). Bukll utamanya adalah
keselarasan =PJ, LPJ, dan BKU dengan DPA sera publikasi
anggaran di papan informasi, Faklor pendukung meliputi
komitman pimpinan, regulasi yang jelas, soliditas tim, dan
kontrol sosial masvarakat. Faktor penghambal meliputi risiko
kesalahan manusia, adaptasl aplikasi SIPD, serta kenaikan
harga dan keterlambatan pihak ketiga,

ghiﬂ"-llﬂ

Financial managemen! accounialbiily at the sub-gisirict level
s a foundation of good governance g@nd public trust. This
sfudy describes and analyres how hnancial management
accountability is applied in Lirboyo Sub-district, Mojoroto
Distrct, Kediri Gty, and idenfifes ds supporfing &nd wbr'ﬂng
factors. This descriplive gualtative sfudy used in-deplh
intervlews with seven purposively selected informants,
obsenalion, and document study, valdafed through source
and technigue tnanguwiation. Accountgliily was analyzed
through Rasuwls five dimensions gal & honesty,
managerial, program, policy, and financiall using the
inleractive model of Miles, Huberman, and Saldafia. The
findings show that accountability across the ffve dimensions



s wall implemented, supporfed by compliance with the
Budget Implementation Document (DPA)  inlernal
coordination and monitanng, and communify participation
through the Sub-disfict Deliberation  (Musyawarah
Kelurahan, Muskel], Key evidence includes the algnment of
accountability reports and the cash book with the OPA and
budiget publicalion on information boards. Supporting faclfors
incude leadership commitment, clear regulalions, feam
solidity, and socfal confrol. Inhibiting faclors include human
arror, adaptation fo the SIPD application. and price increases
and third-party defays.

PENDAHULUAN

Akuntabiltas dalam pengelolaan keuangan kelurahan merupakan geman
penting dalam upava mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
govemance), Akuntabiitas menuntut perangkat kelurahan bertanggung jawab
atas pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBD, Dana
Kelurahan, maupun pendapatan lain vang sah. Perangkat kelurahan harus
memberi masyarakat akses untuk mengetahui bagamana dana dialokasikan dan
digunakan, dan setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan sarta
diaudit oleh lembaga berwenang sehingga risiko penyalahgunaan anggaran

dapat ditekan (Sari, 2024),

Secara teoritis, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pelaporan
keuangan yang rapi, tetapi juga dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab
perangkat kelurahan dalam mengelola keuangan publik. Konsep ini mencakup
tiga aspek utama, yaitu transparansi (keterbukaan informasi keuangan),
partisipasi (pelibatan masyarakat dalam pangambilan keputusan), dan integritas
{pengelolaan keuangan yang jujur dan bebas dari konflik kepentingan) (Ridwan,
2019). Pengelolaan Dana Kelurahan diatur dajamoﬁll{ 08/PME.O72020 dan
Permendagri 130 Tahun 2018 untuk mendukung pengadaan sarana prasarana

an pemberdayaan masvyarakat (Peraturan Menteri Keuangan MNomaor
S/PMI.0FF2020 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan
Tahun Anggaran 2020, 2020).



Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji akuntabilitas pengelolaan
dana di tingkat kelurahan dan desa dengan pendekatan dan hasil yang berbeda.
Asmoro & Setianingsih (2019) menggunakan survel kuantitatif pada 46 kelurahan
di Kota Kediri dan menemukan hubungan yang kuat antara fransparansi,
akuntabilitas, dan good governmen! governance dalam pengelolaan dana
Prodamas, tetapi datanya berasal dari kuesioner kepada aparat kelurshan dan
pengurus KT, sehingga ftidak menjelaskan bagaimana mekanisme akuntabilitas
dijalankan. Saren et al (2022) memakai pendekatan kualitatif deskriptif di
Kecamalan Asrembaga, Kota Bitung, dan menilai akuntabilitas per dimensi,
Hasilnya, kejujuran dan hukum, serta program, dinilai memuaskan, manajerial
sangat baik, dan kebijakan baik, tetapi tahap pelaksanaan serta administrasi dan
pertanggungjawaban belum sesual karena laporan peranggungjawaban tidak
dipublikasikan. Farida et al. (2018} meneliti pengelolaan Alokasi Dana Desa di
sepuluh desa di Kecamatan Candipuro, Lumajang, dan menyimpulkan prinsip
akuntabilitas dan transparansi telah pkan pada tahap perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan, sedangkan tahap pertanggungjawaban dinilai
cukup baik. Kasenda et al. (2021) berfokus pada transparansi pengelolaan dana
kelurahan dalam pembangunan di Kelurahan Ranomea.

Dan telaah tersebut terlihat tiga celah penslitian. Pertama, studi di Kota
Kedirl bersifat survel pada dana Prodamas, belum menggambarkan 1jh
akuntabilitas Dana Kelurahan di satu kelurahan secara mendalam. Kedua, studi
kualitatif di daerah lain melaporkan kelemahan pada pelaporan dan publikasi,
sehingga belum jelas apakah kelurahan dengan prakiik berbeda, yang
menjalankan pelaporan melalui aplikasi SIPD, menunjukkan pola serupa. RKetiga,
sepanjang telash penulis, belum ada kajian yvang menilai kelima dimensi
akuntabilitas (hukum dan kejujuran, manajenal, program, kebijakan, dan finansial)
sekaligus dengan membandingkan keterangan aparat, persepsi masyarakat, dan
dokumen keuangan (DPA, SPJ, LPJ, dan BKU) di satu kelurahan.

Tantangan yang lazim dilaporkan dalam pengelolaan keuangan kelurahan

mencakup rendahnya keterbukaan informasi kepada masyarakat, kurangnya



partisipasi warga dalam musyawarah anggaran, serta hambatan dalam
penyusunan laporan keuangan yang akurat. Karena itu perlu dilihat apakah dan
bagaimana tantangan tersebut dikelola di ﬂwahan Lirboyo, Kecamatan
Maojoroto, Kota Kediri. Berdasarkan uraian hasil wawancara dan dokumen yang
dibahas dalam penelitian ini, isu yang perlu ditelaah di Lirboyo meliputi
konsistensi pelaksanaan kegiatan dengan DPA, keterliban pelaporan melalu
5IFD, dan keterbukaan informasi anggaran kepada masyarakat. Naskah sumbar
belum memuat data studi pendahuluan yang terpisah, sehingga uraian ini
diposisikan sebagai fokus masalah penelitian. bukan sebagai temuan awal yang
berdiri sendiri. Kontribusi penelitian ini adalah bukti empiris berbasis lima dimensi
dan triangulasi sumber di Kelurahan Lirboyo, serta identifikasi faktor pendukung
dan penghambat yang dapat menjadi rujukan bagi kelurahan lain di Kota Kediri,

erdasarkan wuraian di atas, nelitian ini  berujuan untuk: (1)
mendeskripsikan dan menganalisis penerapan akuntabilitas pengelolaan
keuangan kelurahan di Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto Kota Hedin:@m
{2} mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat
penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan kelurahan tersebut

?ETDDE PENELITIAN
Pendekatan dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Sugiyono,
2018) untuk mengkaji penerapan akuniabilitas pe laan keuangan di
Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota I{Edir;.,gﬁndﬂhﬂlan ini dipilih
karena mampu menggal secara mendalam realitas sosial yang kompleks dan
kontekstual, Lokasi penelitian adalah Kelurahan Lirboyo, dipilih karena dipilin
karena penslitian berfokus pada praktik akuntabiltas pengelolaan keuangan di
tingkat kelurahan, termasuk kesesuaian dokumen anggaran, mekanisme
pelaporan, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat, dan penelitian
dilaksanakan pada periode pengumpulan data tidak dirinci dalam naskah sumber;
dokumen kinerja yang dianalisis mencakup Tahun 2024.



Informan dan Teknik Pemilihan Informan

informan dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu penentuan
infarman berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai tujuan penelitian (Sugiyono,
201B). Krteria informan dari unsur kelurahan adalah (a) terlibat langsung dalam
perencanaan, pelaksanaan, atau pelaporan keuangan kelurahan, dan (b)
memahami proses pengelolaan Keuangan dan dokumen
pertanggungjawabannya. Krtena informan dari unsur masyarakat adalah (a)
berdomusili di Kelurahan Lirboyo, dan (b) pernah mengikuti kegiatan atau
menerima layanan kelurahan sehingga dapat menilai keterbukaan dan
akuntabilitas dari sisi warga. Kriteria tersebut perlu dicocokkan kembali dengan
catatan pemilihan informan; berdasarkan uraian naskah. dua informan
masyarakal dipilih karena berdomisili di Lirboyo dan memiliki pengalaman
mengikuti keqiatan atau menenma layanan kelurahan.

Berdasarkan kntena tersebut, terpilih tujuh informan, yaitu lima orang dar
unsur kelurahan dan dua orang dari unsur masvyarakat (Tabel 1). Jumlah ini
ditentukan dengan mempertimbangkan kecukupan informasi pada setiap dimensi
akuntabilitas. Informan dari unsur kKelurahan mewakili pengambil kebijakan,
pengeiola, dan pelaksana, sedangkan informan masyarakat mewakili pananma
manfaat. Perbedaan posisi ini memungkinkan satu isu diperiksa darn bebarapa
sudut pandang.

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

Kode Jabatan Unsur Kriteria Pemilihan Informasi yang
Digali
i1 Lurah (Kuasa Kelurahan Penanggung jawab Casar regulasi,
Fengguna akhir pengeiolaan kebijakan, Muskel
Anggaran) - keuangan B
2 Sekretaris Kelurahan Terlibat dalam Perencanaan,
Kaokrahan perencanaan DPA dan DPA. 5P
peranggungjawaban
13 Kasi Ekbang Kelurahan Teribat dalam Pelaksanaan
pelaksanaan dan keguatan,
monitoring kegiatan o tori mg,
Fokmas
4 Staf Pengelola Data Kelurahan Terlibat dalam Pelaporan, SIFD

penyusunan data dan
laporan




Kode Jabatan Unsur Hriteria Pemilihan Informasi yang

Digali
Iz =haf Pengelola Data Kelurahan Tedibat dalam data Informasi,
Pelayanan pelayanan dan pelayanan
informasi publik
Wi Warga Kelurahan Masyarakat Berdomisili di Lirboyo  Persepsi
Lirboyo dan mengikuli kegiatan kelerbukaan dan
kelurahan partisipas:
M2 Warga Kelurahan  Masyarakat Berdomisdi di Lirboyve  Persepsi
Lirbovo dan mengikuti kegiatan keterbukaan dan
kelurahan partisipasi

Sumber: Peneliti, 2025

Teknik Pengumpulan Data

ata dikumpulkan melalui tiga teknik, Pertama, wawancara mendalam
semi-terstrukiur dengan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan lima
dimensi akuntabilitas, dengan durasi tertentu per informan. Kedua, observasi
langsung terhadap proses pengealolaan keuangan, termasuk koordinasi pengealola
keuangan dan ketersediaan informasi anggaran di papan informasi kelurahan,
Ketiga, studi dokumentasi terhadap dokumen resmi, yaitu OPA, SPJ, LPJ, BKU,
dan Perjanjian Kinarja Kelurahan Lirboyo Tahun 2024

Triangulasi dan ﬂuahsahan Data
Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik
(Moleang, 2018). Trangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan
ferangan Lurah, pengelola keuangan, dan masyarakat atas isu yang sama.
ﬁnanguias& teknik dilakukan dengan memenksa keterangan hasil wawancam
terhadap temuan observasi dan isi dokumen. Misalnya, pernyataan bahwa
pengelolaan keuangan mengikuti DPA dipenksa terhadap kesesuaian DPA
dengan SPJ, LPJ, dan BKU, dan pemyataan lentang publikasi anggaran
diperiksa terhadap papan informasi serta persepsi warga. Dalam pelaporan,
suatu temuan dinyatakan kuat apabila didukung sekurang-kurangnya oleh dua
sumber atau dua teknik, Perbedaan keterangan antar informan dicatal dan
dibahas, bukan dihilangkan.



Teknik Analisis Data

Analisis akuntabilitas menggunakan keranghka lima dimensi Rasul (2002)
yvaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, manajenal, program, kebijakan, dan
finansial. Enalisis data mengikuti model interaktif (Miles et al,, 2014), yang
meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kKesimpulan atau
verifikasi. Transkrip wawancara dan catatan observasi dikode berdasarkan lima
dimensi tersebut, kemudian dikode sacara terpisah untuk tema faktor pendukung

dan penghambat.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan
1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Pengelolaan keuangan di Kelurahan Lirboyo dilaksanakan dengan
mengacu pada regulasi yang berlaku, Setiap tahapan, mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, hingga pelaporan, merujuk pada pedoman umum yang ditetapkan
pemerintah kota. Lurah Adhi Purboyo menegaskan: "Segala bentuk pengelolaan
keuangan di Kelurahan Lirboyo ini dasamya adalah regulasi. Kami secara tegas
selalu mengacu pada dasar hukum dan pedoman umum yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah Kota Kediri.”

Mekanisme pencegahan penyimpangan anggaran dilakukan melalui
kepatuhan terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DFA) sebagal instrumen
kontrol utama, yang diperkual dengan evaluasi dan koordinasi rutin secara
berjenjang. Masyarakat menilai pengelolaan keuangan kelurahan berjalan tertib
dan transparan, dengan adanya publikasi anggaran di papan informasi dan
pelibatan warga dalam rapat program.

Dalam kerangka Rasul, akuntabiltas hukum menuntut kepatuhan terhadap
peraturan yang berlaku untuk terciptanya supremasi hukum., sedangkan
akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyelewengan jabatan
dan dana publik. Temuan menunjukkan kelurahan menerapkan kedua dimensi



melalui Kombinasi dokumen hukum (DPA), koordinasi yang fleksibel, dan
partisipasi publik.

Temuan ini berbeda dengan (Saren el al., 2022) yang menemukan
ketidaksesuaian pada tahap pelaksanaan serta administrasi  dan
pertanggungjawaban di Aertermbaga karena laporan pertanggungjawaban tidak
dipublikasikan. Di Lirboyo, informan menyebut anggaran dipublikasikan di papan
informasi, sehingga publikasi tampak menjadi pembada penting antara kedua
lokasi. Mamun, bukt kejujuran bersifat tidak langsung karena bersumber dan
keterangan dan kepatuhan prosedural. Hasil pemeriksaan pengawas internal

atau eksternal atas kelurahan akan memperkuat dimensi ini.

2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial di Kelurahan Lirboyo diwujudkan  melalui
perencanaan yang sistemnatis dan kepatuhan terhadap DPA. Seluruh aparatur
kelurahan memastikan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan detail yang
tertuang dalam DPA. Sekretaris Kelurahan Hesti Kusuma Wardani menerangkan:
“Perencanaan adalah segalanya. Sebelum kegiatan berjalan, kami memastikan
bahwa semua detailnya sudah termuat dalam DPA.”

Pertanggungjawaban kinerfa dilakukan melalui penyusunan Surat
Fertangaungjawaban (SPJ) yang isinya harus selaras sepenuhnya dengan DPA,
Masyarakat merasakan pertanggungjawaban tersebut melalul hasil kinerja vang
nyata dan keterbukaan informasi di papan pengumuman maupun dalam
pertemuan warga. Temuan ini sejalan dengan gagasan bahwa efektivitas
akuntabilitas manajerial tercermin dari kesesuaian program dengan kebutuhan
publik dan minimalnya pemborosan anggaran.

Pernyataan Sekretaris Kelurahan menunjukkan bahwa kendali manajerial di
Lirboyo bersifat ex-ante, yaitu dipastikan sebelum kegiatan berjalan. Pendekatan
ini efektf untuk mencegah pengeluaran di luar alokasi. tetapi belum menjawab
apakah hasil kegiatan sesuai kebutuhan publik. Ukuran hasil dapat dibaca dar
Peranjian Kinerja (Tabel Z), yvang memuat indikator kepuasan masyarakat dan
keterlibatan lembaga kemasyarakatan, Hambatan berupa keterlambatan nofa



pihak ketiga pada bagian faktor penghambat mirip dengan temuan (Farida et al,,
2018) tempat satu desa belum memenuhi pertanggungjawaban fisik karena
pembangunannya belum selesai, walaupun objek penelitian tersebut adalah

Alokasi Dana Desa, bukan Dana Kelurahan.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program di Kelurahan Lirboyo diwujudkan melalul mekanisme
partisipatif yang berpusat pada Musyawarah Kelurahan (Muskel). Forum ini
menjadi saluran utama bagi aparat kelurahan untuk menyerap aspirasi secara
langsung dari masyarakat sebelum menyusun program  kegiatan. Lurah
menyatakan: "Program kami harus berangkat dari bawah, dar kebutuhan il
masyarakat. Mekanisme utama yang kami gunakan adalah Musyawarah
Kelurahan (Muskel)."

Setiap usulan dan Muskel dipilah berdasarkan urgensi dan ketersediaan
anggaran, serta diselaraskan dengan visi dan misi pembangunan daerah.
Program kelurahan tidak hanya menjawab kebutuhan praktis masyarakat, tetapi
juga mendukung agenda pemernntah daerah. Partisipasi aktif masyarakat
menumbuhkan rasa kepemilikan dan kepercayaan publik terhadap pemenntah
kelurahan.

Muskel berfungsi ganda: sebagal sarana parisipasi dan sebagal dasar
pertanggungjawaban program, karena usulan warga menjadi acuan yang dapat
ditelusuri. Namun, pemilahan usulan berdasarkan urgensi dan anggaran berarti
tidak semua usulan dapat dipenuhi. Kualitas partisipasi karenanya perlu dilihat
dari siapa yang hadir dan bagaimana usulan ditindaklanjuti. Pemeriksaan ini
penting karena kurangnya partisipasi warga dalam musyawarah anggaran adalsh
tantangan yang lazim dilaporkan di tingkat kelurahan. Penilaian program yang
memuaskan pada Saren et al. (2022) menunjukkan dimensi inl umumnya
terpenuhi di kelurahan lain, sehingga kekhasan Lirboyo teretak pada pemusatan
mekanisme pada Muskel.



4. Akuntabilitas Kebijakan

Pengambilan kebijakan anggaran di Kelurahan Lirboyo didasarkan pada
prinsip kehati-hatian melalui koordinasi intemal yang kual. Setiap kebijakan tidak
diambil sepihak oleh pimpinan, melainkan lahir dar diskusi yang melibatkan
seluruh jajaran pengelola keuangan. Koordinasi berfungsi sebagai forum uniuk
memvalidasi data, menilai kelayakan anggaran, dan memastikan kebijakan
selaras dengan program yang direncanakan.

Evaluasi dampak kebijakan dilakukan melalui monitoring lapangan dan
koordinasi intensif dengan Kelompok Masyarakat (Pokmas). Proses ini bertujuan
mencapai sinkronisasi antara alokasi anggaran dengan realisasi pekerjaan dan
dampaknya di lapangan. Masyarakat memandang monitoring sebagai wujud
pendampingan dan kepedulian, bukan sekadar pengawasan yang kaku,

Akuntabiltas kebpakan menuntut pimpinan dapat
mempertanggungjawabkan alasan dan dampak kebijakan. Di Lirboyo, tanggung
jawab itu dibagi melalui koordinasi kolektif sehingga keputusan dapat dijelaskan
oleh seluruh pengelola. Bukli yang tersedia berupa keterangan informan,
sedangkan dokumentasi koordinasi dan monitoring diperukan untuk memperkuat
dimensi ini. Penilaian akuntabilitas kebijakan yang baik pada Saren et al. (2022)
sejalan dengan temuan ini, tetapi Lirboyo menunjukkan bahwa dimeansi tersebut

ditopang monitoring bersama Pokmas, bukan hanya pengawasan struktural,

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial di Kelurahan Lirboyo ditegakkan melalui mekanisme
pelaporan yang sislematis dan berlapis. Instrumen utama adalah Surat
Fertanggungjawaban (SPJ) setiap periode pencairan, Laporan
Fertanggungjawaban (LPJ) bulanan melalui aplikasi SIPD, dan pencatatan dalam
Buku Kas Umum (BKU), Strukiur pertanggungjawaban melibatkan hierarki yang
jelas: PPTK sebagai pelaksana, PPK sebagai verifikator, Bendahara Pengeluaran
sebagai pengelola kas, dan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
sebagai penanggung jawab akhir,



Efisiensi penggunaan anggaran dijamin melalui kepatuhan pada DPA, yang
mencegah pengeluaran di luar alokasi yang telah disetujui, dikombinasikan
dengan koordinasi rutin yang mencegah pemborosan. Masyarakat merasakan
keterfiban ini melalui ringkasan informasi di papan pengumuman kelurahan.
Target kinerja yang terkait dengan pengelolaan keuangan tercantum dalam

P%'aniian Kinerja Kelurahan Lirboyo Tahun 2024 (Tabel 2).
abel 2. Target dan Realisas| Perjanjian Kinerja Kelurahan Lirboyo ?ahun 2024

No Sasaran strategils Indikator kinerja Target

1 Meningkatnya kualitas layanan Indeks Kepuasan A (3,80)
pubfik di tingkat kecamatan Mazyarakat

2 Meningkatnya pemberdayaan % LKK yang tedibat 896%
masyarakat dalam pembangunan

3 Meningkatnya kualitas Perseniase kelurahan 10
pemerintahan di lingkat yang memperoleh skor
kelurahan KM A

4 Meningkatnya kualitas Perseniase laporan 100%:
perencanaan dan pengelolaan keuangan yang disusun
keuangan tepat waktu

Sumber: Perjanjian Kinerja Kelurahan Lirboye Tahun 2024

Dan empat indikator pada Tabel 2, hanya indikator keempat (persentase
laporan keuangan yang disusun tepat waktu, target 100%) yang langsung
berkaitan dengan akuntabilitas finansial, sedangkan tiga lainnya mengukur
layanan dan pemberdayaan. Realisasi indikator keempat menjadi bukti kuantitatif
yvang melengkapi keterangan informan tentang SPJ, LPJ, dan BKLU, Hasil ini
konsisten dengan gﬂ'ﬂﬂl‘ﬂ dan Setianingsih (2019}, yang menemukan hubungan
kuat antara transparans, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik pada Kelurahan
di Kota Kediri Perbedaannya, penelitian ini menunjukkan mekanisme yang
membentuk akuntabilitas finansial, yaitu pelaporan berapis melalui SIPD dan
pembagian peran PPTK, PPK, Bendahara, dan KPA, sedangkan survei tersebut
mengukur hubungan antarvarnabeal

Faktor Pendukung dan Penghambat
Keberhasilan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kelurahan Lirboyo
ditopang oleh empat faktor pendukung utama. Perfama, komitmen pimpinan yang



kuat, di mana pimpinan berpegang pada regulasi sebagai padoman seliap
kebijakan keuangan sehingga terbentuk budaya organisasi yang taat prosedur.
Kedua, requlasi yang jelas, vaitu DPA, SOP, dan pedoman teknis vang
memberikan kepastian arah dan meminimalkan ruang interpretasi yang dapat
menimbulkan penyimpangan. Ketiga, soliditas tim kerja vang memastikan setiap
tahapan berjalan lancar melalui kerja sama antar staf pengelola keuvangan,
Keempat, partisipasi aktif masyarakat melalui Muskel yang berfungsi sebagai
kontrol sosial dan memperkuat legitimasi program.

Di sisi lain, terdapat beberapa fakior penghambat. Dari sisi internal, volume
administrasi yang tinggi dengan tenggat waktu ketat meningkatkan risiko human
emror, dan ketidakmerataan pemahaman teknologi di antara staf menjadi
tantangan saat ada pembaruan aplikasi keuangan SIPD. Dari sisi eksternal,
kondisi lapangan yang tidak terkontrol seperti kenaikan harga bahan bangunan,
cuaca buruk, dan keterlambatan nota dan phak ketiga dapat menghambat
realisasi program dan penyusunan SPJ. Secara sistemik, perubahan regulasi
mendadak dari pusat serta gangguan sistem SIPD juga menjadi kendala. Secara
sosial, distribusl informasi vang tidak merata dan perbedaan aspirasi warga
dalam Muskel menambah kompleksitas pengelolaan.

Faktor pendukung bersifat intermal dam dapat dikendalikan kelurahan,
sedangkan sebagian basar faktor penghambat bersumber dari luar kelurahan,
yaitu harga, cuaca, pihak ketiga, perubahan regulasi, dan gangguan SIPD.
Karena itu strategi yang paling dapat dijalankan adalah memperkuat kapasitas
internal, misalnya pelatihan SIPD dan pemeriksaan berlapis, seria menylapkan
mitigasi untuk faktor ekstemnal, Hambatan terkait sumber daya manusia,
komunikasi. dan sikap pelaksana juga dilaporkan oleh Saren dkk. (2022) di
Aertembaga, yang mengindikasikan bahwa kapasitas aparatur adalah tantangan
yang berulang di tingkat kelurahan. Kekhasan Lirboyo adalah munculnya risiko
yvang terkait aplikasi SIPD dan faktor eksternal pelaksanaan fisik, yang menjadi

dasar saran penalitian ini.



KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan akuntabiltas pengelolaan keuangan di Kelurahan Lirboyo
berjalan baik pada kelima dimensi Rasul: hukum dan kejujuran, manajerial,
program, kebijakan, dan finansial. Keberhasilan ini ditopang oleh tiga pilar yang
saling menguatkan: (1) kepatuhan pada regulasi formal, terutama DPA, sebagai
fondasi hukum; (2) mekanisme intemal berupa koordinasi, monitoring, dan
pembagian peran yang jelas; serta (3) partisipasi masyarakat melalui
Musyawarah Kelurashan sesbagal wadah penyerapan aspirasi. [emuan ini
didasarkan pada twjuh informan di satu kelurahan sehingga tidak dimaksudkan
untuk digeneralisasi.

Kombinasi ketiga pilar tersebut menunjukkan keselarasan antara teori dan
prakiik akuntabilitas, yang tidak hanya memenuhi kewajiban admimsiratif tetapi
juga membangun kepercayaan publik. Adapun saran yang direkomendasikan
adalah: (1) meningkatkan kapasitas staf melalui pelatihan rutin aplikasi SIPD dan
alur kerja sederhana dengan sistem double check untuk meminimalkan human
error, (2) mengantisipasi faktor eksternal dengan memasukkan manajemen risiko
dalam perencansan dan memperkuat hubungan dengan pemasok lerpercaya;
dan (3) melakukan sosialisasi proaktif atas perubahan regulasi, menyebarluaskan
informasi melalui berbagai kanal, serta menatapkan kritena prionitas yang jelas
dalam  Musyawarah  Kelurshan, Pensglitian  berikutnya  disarankan
membandingkan beberapa kelurahan dan memakai data kuantitatif, seperti

ketepatan wakiu laporan dan indeks kepuasan, untuk memperkuat bukti.
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